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Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Faktur
Pajak adalah bukti pungutan pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban
membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban dalam Pajak Pertambahan
Nilai. Pgak yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, menggunakan Faktur Pgjak sebagai dasar untuk
mengkreditkan pajaknya sebagai Pajak Masukan. Faktur Pgjak yang dibuat harus memenuhi syarat formal
dan material. Faktur Pgjak yang tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi Faktur Pgjak yang cacat dan
tidak dapat dikreditkan. Pgjak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang menempatkan
tanggung jawab berada di tangan penjual. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
426/B/PK/PJK/2010, majelis hakim memutuskan bahwa PT. Naga Mulia Putra Perkasa sebagai pembeli
diwagjibkan untuk membayar pgjak serta denda atas Pajak Masukan yang terindikasi fiktif. Apakah Faktur
Pajak yang terindikasi fiktif tersebut dapat dikreditkan dan apakah pembeli tersebut bertanggungjawab atas
hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Pgjak Masukan yang dikreditkan tersebut oleh pembeli adalah Faktur Pajak yang
sah karena memenuhi ketentuan formal dan material dalam Faktur Pajak serta pembeli tersebut tidak dapat
dimintakan pertanggungjawabannya. Pembeli disarankan untuk menyimpan Faktur Pgjak yang adli, bukti
pembayaran yang lengkap serta dokumen pendukung terhadap transaks yang dilakukan dengan penjual
serta majelis hakim harusnya memeriksa penjual terlebih dahulu dan memberikan sanksi serta hukuman
yang tegas terhadap penjual yang terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah atau fiktif.

Indonesian value added tax uses tax credit system with tax invoice. Tax invoice is a proof of the tax levy for
the delivery of taxable goods or taxable services. Obligation to make tax invoiceisacirclelink in aseries of
value added tax liability. Taxes paid by the buyer, use as the basis for tax invoices as input tax credit. Tax
invoice must meet the formal and material requirements. Tax invoices that do not qualify will be defective
and can not be credited. Value added tax is an indirect tax which places responsibility in the hands of the
seller. In the case of the Supreme Court Decicison Number 426/B/PK/PJK/2010, the judges ruled that PT.
Naga Mulia Putra Perkasa as buyers are required to pay taxes and penalties on the tax due fictitious input tax
invoices. Is Tax Invoice which indicated fictitious can be credited and whether the buyer isresponsible. This
study is using normative study with explanatory typology. Results of this research indicate that the
creditable input tax by the purchaser is a legitimate tax invoices because the formal and material
requirementsis fulfilled and the buyer can not held accountable for it. Buyers are advised to keep the
origina tax invoices, reciepts and supporting documents to complete transactions with the seller and the
seller’ s judged should be checked in advance and provide strict sanctions and penalties against sellers who
proved invaled tax invoicesissued or fictitious.
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